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Belumsetahun,

IalanProgamGGSAmbrol
Jalan yang

' dikerjakan secara
swakelolq ini telah
diserahterimakan

ke masyarakat
sehingga anggaran

perbaikan sudah
diusulkan oleh

pihak desa.

BANGLI, NusaBali
.Belum genap setahun sejak

pdtnbangunannya, ruas jalan
yang digagas lewat program
Gerbang Gita Santhi (cGS) di
Tempek Barong Desa Landih, Ke-

Kondisi jalan yang dibangun program GGS yang jebol di Desa Landih.

camatan Bangli, telah jebol dan
malah membahayakan warga
pengguna jalan. Diduga jebolnya

jalan ini akibat kualitas proyek
yang buruk dengan kurang kuat-
nya konstruksi gorong-gorong di

bawahaspal lapen tersebut. falan
iebol ini sangat mengganggu
masyarakat, karena rawan ter-
jadinya kecelakaaru

Untuk menghindari jatuhnya
korban, warga menaruh batu
ukuran besar di lokasi iebol.
"thiau tidak di taruh batu di sini,
kita sering lupa kalau jalan ini
jebol, sehingga sering menjebak
pengendarai' ujar warga setem-
pat yang namanya enggan ditulis.

Sementara Ketua Badan Per-
wakilan Desa (BPD), Desa Landih,
I Putu Sedan saat dikonfirmasi,
membenarkan jalan tersebut
jebol sejak beberapa waktu lalu.
Kondisi ini akibat kurang kuatnya
konnrrksi gorong-gorong. "falan
ini dulu dirabat melalui prdgram
PNPM, begitu pula dengan gorong-
gorongnya,"ujarnya, Senin (7 /9).

Dengan jebolnya jalan tersebut
kata dia pihaknya bakal meng-
koordinasikannya kepada kepala
desa. Pasalnya, jalan yang diker-
jakan secara swakelola ini telah
diserah terimakan ke masvarakat.
Untuk anggaran perbaikan ini
sudah diusulkan oleh pihak desa,.
kalau tidak masuk anggaran pe-
rubahan kemungkinan anggaran
induk akan kembali diusulkan.
"Kita berharap agar jalan tersebut
bisa segera dibenahi," pintanya

Disinggung soal /anggaran
pembangunan jalan aspal itu,
jelas Sedan, pembuatan jalan ini
mendapatkan anggaran dari APBD
melalui program GGS sebdsar Rp
1 50 jut4 kemudian ditambah dana
swadaya masyarakat Rp 50 juta,
sehingga total dana pembangunan
Rp 200 juta. 6 cr53
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RAPBD Perubahan

PENJABAT Bupati Tabanan Wayan Sugiada (tengah) dan Ketua DpRD
T.abanan Ketut Suryadi (kanan) bubuhkan tanda tangan usai sidang paripurna
di gedung DPRD Tabanan, Senin (7/9).

TABANAN, NusaBali
DPRD Tabanan melalui rapat

paripurna menyetujui Rancan-
gan APBD Perubahan Tabanan
tahun 201,5, Senin (7/9J. Selan-
jutnya, RAPD Perubahan terse-
but diajukan ke Pemprov Bali
untuk dievaluasi dan diverifikasi,

Penjabat Bupati Tabanan
Wayan Sugiada menyampaikan
terima kasih karena RAPBD Pe-
rubahan tersebut telah dibahas
sesuai mekanisme yang berlaku.
Sugiada berharap, tahapan evalu-
asi dan verifikasi di Pemprov Bali
secepatnya membuahkan hasil.
Setringga RAPBD Perubahan yang
telah mendapatkan persetujuan
da.ri DPRD bisa ditetapkan agar
seluruh program yang dianggar-
kan bisa dilaksanakan.

Diterangkan, penerimaan
daerah khususnya pendapa-
tan asli daerah (reb; aatam
RAPBD Perubahan sebesar Rp
264 miliar lebih. Anggaran pada
pos pendapatan itu terdiri dari
pajak daerah sebesar Rp 92,97 4
miliar, retribusi sebesar Ro 42
miliar, dan PAD lain-lainnya yang

sah sebesar Rp 121,658 miliar
dari jumlah pendapatan daerah
sebesar Rp 1,596 triliiun.

Sedangkan untuk besaran
belanja daerah dianggarkan
sebesar Rp 1,702 triliun terdiri
dari belanja langsung sebesar
Rp 561,616 miliar dan belanja
tidak langsung sebesar Rp 1,140
triliun. "lni berarti pada Ran-
cangan APBD Perubahan ter-
dapat defisit. Besarnya defisit itu
direncanakan akan ditutupi dari
SILPA fsisa lebih pagu anggaran)
2074," imbuh Sugiada.

Sugiada menyadari selama ini
masih ada kesenjangan kemam-
puan fiskal atau keuangan daerah
dalam memenuhi kebutuhan
untuk membiayai pelaksanaan
program pembangunan. "Kondisi
ini memberikan tekanan pada
rancangan APBD 2015 dalam
mengalokasikan anggaran untuk
program prioritas dan program
yang dibutuhkan," jelasnya. Na-
mun demikian, pihaknya tetap
berupaya dengan sumber daya
yang ada mewujudkan pembangu-
nan yang adil dan merata. 6lr2l
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Pembangunan Gedung
di SMKN I BangliTersendat

. NUSABALI/DEWA

KONDISI Gedung SMKN 1 Bangli yang baru setengah jadi, Senin {7/9)

nya kontruksi bangunan belum
kuat dipasangi atap. Semenjak
itu, pembangunan belum ada
kelanjutan hingga sekarang, "Me-
mang sempat ada rencana untuk
memdsang atap, tetapi karena
kontruksi bangunan belum kuat
maka dibatalkan," bebernya.

Berkaitan dengan nasib ban-
gunan tersebut, pihaknya su-
dah mengadakan koordinasi
ke pihak Disdikpora Bali. Pihak
Disdikpora Bali berjanji bakai
melanjutkan pembangunan pada
tahurr anggaran2076 nanti. "Kita
berharap supaya pembangunan
gedung tersebut, dapat secepat-
nya selesai. Selain merupakan
kebutuhan, juga rasanya kurang
enak kalau dipandang jika kondi-
si bangunan seperti sekarang
ini," harapnya

Mengenai peruntukan ban-
gunan, kata Aster, sesuai ren-
cana untuk lantai dasar bakal
dirnanfaatkan untuk lahan
parkir, lantai II bakal digunak-
an untuk laboratorium TKJ,
Pemasaran dan ruangan ad-
ministrasi. Sementara lantai Ill
digunakan untuk aula. "Semen-
tara untuk bangunan itu belum
selesai, untuk itu kami masih
menggunkan lab lama yang ten-
tu kurang representatif. Supaya
lebih sinkron, coba rekan-rekan
media konfirmasi ke Disdikpora
Bali," ujarnya. 6 crS3

BANGLL NusaBali
Pembangunan gedung ser.rilai

miliaran rupiah di SN,IKN 1 Ban-
gli, belum selesai hingga saat
ini. Pasalnya gedung berlantai
tiga yang dibangun mulai tahun
2014 lalu itu hingga kini be-
lum ada kejelasan kelanjutanya.
Tersendatnya pernbangunan
tersebut, akibat pihak rel<anan
sebelumnya dikenakan sanksi
oleh Pemfrov Bali. Tentu saja,
kondisi bangunan yang setengah
jadi ini menjadi pernandangar,
yang kurang mengenakkan bagi
sekolah itu sendiri.

Kepala SMKN 1 Bangli, I Gede
Asten saat dikonfirmasi sejumlah
awakmedia, tidak menampik re-

alita tersebut. Kata dia, pihaknya
menerima pembangunan itu
dari Pemprov Bali tahun 2014
lalu. Namun dalam perjalanan
pihak rekanan tidak bisa meny-
elesaikan pembangunan gedung
senilai Rp 1, 625 rniliartersebut.
Hingga akhirnya pihak rekanan
yang menggarap pemDangunan
gedung itu dikenai sanksi black-
list. "Pihak rekanan katanya
sudah dikenakan sanksi oleh
Pemrov Bali," jelas Aster, Senin
(7 /e).

Sejatinya pembangunan ini
sempat mau dilanjutkan dengan
memasang atap bangunan meng-
gunakan kontruksi baja. Namun,
pihakkonsultan melarang. Pasal-
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Pencairan Dana Desa
Tertahan di Daerah

JAKARTA, NusaBali
Menteri Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmi-
grasi, Marwan fafar menyebut
sekitar 60 persen dari 74.093
desa belum menerima dana desa.
Masalah birokrasi dinilai iadi
penghambat pengucuran dana
tersebut.'

Marwan mengatakan, pemer-
intah pusat telah menguturkan
100 persen dana desa ke Kabu-
paten Kota. Namun dana itu ma-
sih banyak yang tertahan dengan
alasan masalah birokrasi. "Seka-
rang problemnya dari kabupaten
kota ke desa-desa) Itu oroblem-
nya b-ukan di sini (pulat) lagi.
Fiasalah bupati-buflti ini; lar;a
banget kita udah ubek-ubek kita
udah ketemuan. Minggu ini aku
egaqn pertemuan nasional lagi.
!t4_er9ka ini tim verifikasinya ter-
lalu berbelit-belit, sehingga tidak
segera disalurkan," jelas Marwan.

Marwan menjelaskan, ada
beberapa kepala daerah yang
memerintahkan kepala desa
untuk membuat Reniana pem-
bangunan fangka' Menengah
Desa serta Anggaran Pendapitan
dan Belanja Desa sebelum-dana
desa itu disalurkan. Marwan me-
nilai seharusnya RPf M-desa dan
APB-desa itu tidak perlu terlalu
banyak, namun harus bisa diper-
tanggungjawabkan. "Kalaq mer-
eka minta aturan yang njilimet,
bakal lama. Kita buatsatu lembar
saja, sudah mencakup semuanya.
Yang penting penggunaannya
bisa cepat," kata Marwan dilan-
sir detikcom. "Presiden ingin
birokrasi seperti ini dipangkls.
Biar cepat" tambah Marwan.

Terkait itu, 3 menteri akan
mengeluarkan Surat Keputusan
Bersama [SKB). SKB itu akan
menjelaskan soal tata cara peny-
aluran dana desa, prioritas peng-
gunaan dana desa dan memper-
mudah penggunaan dana desa.
'lKita tetap lakukan koordinasi
dengan seluruh kepala daerah;
bupati, dan wali kota. Minggu ini
kita buat SKB 3 menterifyakni
Mendes, Mendagri, dan Menkeu
untuk revisi semua aturan yang
ada, sehingga payung hukum
cuma satu, sehingga memudah-
kan pencairan dana itu," jelas
Marwan. "Presiden beri instruksi
segera dipercepat untuk pen-
cairan dana desa di Menkeu.
Mendagri, Mendes. Maka minggu
ini SKB jadi untuk percepat peny-
aluran dana desa,'-' tambahnya.

Sementara PIt Pimpinan KpK,
Indriyanto Seno Adji menegas-
kan, jika memang benar yang
disebutkan Marwan, ada yan[
menghabat pencairan dana desa
leb-ih baik dilaporkan ke penegak
hukum, termasuk KPK. "pena-
hanan dana desa harus dikaii
dulu apa kerugian negara. Kalau
ada penyalahgunaan wewenang
maupun potensi kerugian neg-
ara, sebaiknya diserahkan ke-
pada penegak hukum saja," kata
Indriyanto.

Marwan Jafar memang me-
nyebut bahwa di beberapa dae-
rah, dana desa sengaja ditahan
untuk kepentingan Pilkada. fika
purya bukti, alangkah baiknya
kalau Marwan segera melapor.
"Tidak selalu harus melapor ke
KPK, bisa juga ke penegak hukum
lain," jelas Indriyanto. 6,
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MANGUPUM, NusaBali
Usuhn perubahan blok perlindungan

menjadi blok pemanfaatan untuk me-
muluskan proyek pembangunan long
storage di muara Tukad Mati wilayah
Pata Sari, Lingkungan Jaba fero, Kuta;
muhi terkuak. Pemkab Badung konon
dahm drafyang akan diajukan ke Pem-
prov Bali meminta luasan sesuai proyek
yang digarap &ngan dana APBD Bad.rng
senilai Rp 47 miliar. Yang diminta
dihkukan perubahan sepanjang L.700
meter &ngan bbar 50 meter.

"Dalam perubahan blok itu telah
tercanUlm hanya untuk normalisasi.
Tidak ada halhal hin sehin penyebsaian
normalisasi Tukad Mati," ucap Penjabat
[Pj) Bupati Badung I Nyoman HarryYudha
Saka, usai menghadiri penandatanganan
naskah k ria sama anhra DPRD Badung
dengan Kejaksaan Negeri Denpasa4 di
gedung DPRD Badung Senin (7/9).

Karena yang dimohonkan hanya
sesuai dengan proyek yang sekarang
dikerjakan, Yudha Saka memastikan
sebbihnya kawasan taman huhn [tahuraJ
tetap menjadi blok perlindungan. Men-
jawb kekhawatiran banyak jika peru-
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Proyek Penataan Muara Tukad Mati

Badung Minta Sepanjang 1.700 ill dan Lebar b0 ill
bahan zona ih-r memberikan peluang bagi
investor membangun di kawasan ters-
ebut, pejabat asal Buleleng ini me-
mastikan hal itu tidak akan teriadi.
Mengingat perubahan yang diajrikan
hanya unbrk normalisasi muara Tukad
Mati, bukan yang hinnya.

'Apabih ada pembangunan hinnya, itr
adalah sebuah pehnggaran. Karena itu
adahh zona perlindungan. |adi tidak ada
hal-hal hin selain untrk menvebsaikan
proyek.normalisasi," tegasnya. Yudha
Saka menambahkan akan segera me-
nyampaikan surat kepada gubernuri
unurk secepafrya dihkukan perubahan
blok di kawasan tahura tersebut

Beredarkabat usuhn Pemkab Baduns
sekaligus menyertakan aspirasi dari
Majelis Alit Desa Pakraman IMADPJ
Kecamahn Kuta. Isi asprasi masyarakat
tersebut terilang dalam surat No 010/
MA-KUTA/IX / 2015, ditekankan perub-
ahan blog perlindungan menjadi blog
pemanfaat khusus pada rencana pemb-
angunan long storage,

Ketua Majelis Alit Desa Pakraman
(MADP) Kecamatan Kuta Wayan Swarsa.
saat dihubungi mengakui aspirasi

masyarakat yang dituangkan bwat MAPD
Kub. Dltegaskannya, aspirasi itu semata-
mata untuk keper.rtingan masyarakat,
tidak ada kepentingan lain. Apalagi
menyerempet soal rekhmasi.

"Surat itr tidak ada hubunganya &ngan
reklamasi, karena sudah jelas ying
disepakati adhlah penangguhngan sam-
pah dan bencana banjiri'kahnya kepada
warhwan kemarin.

Meski begiUl behkangan terungkap
dari enam desa adat, ada yang menohk
untuk menandatangani surat tersebut
Desa adat yang menohk itr adahh Desa
Adat Kelan. "Satr desa adat yakni Kehn
menolak untuk menandaangani surat
tersebut Jadi masih belum mewakili
aspirasi MADP/ katanya.

Bendesa Adat Kehn I Made Sugib saat
dikonfirmasi membenarkan menolak
menandatangani surat kesepakatan
tersebut "Saya sempat menandabngani
surat ih.l, hpi karena tshu surat tersebut
isinya rnengubah blok pemanfaatan
tahura, dukungan saya cabuti'ucap dia.
Namun Sugita tidak memberikan pen-
jelasan bbih hnjut perihal sikap penol-
akannya. 6 as


